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Pratck hermasyarakal. berbangsa. dan bernegara selansa lebih dari tigo dosaw sy
memang mengalami berbagatk kKelemahane 10 antara kelemahan tersebu adalnh
selemahan Xonstitusl. sehingga mengharnskan kita melokukan  perubaban vang
selama ini berorientasi pada perwakilan pofitik sera kurang tanpgap wehadap aspirasi
dacrah, kehadiran Dewan Perwakilon Daerah setelah peruhahan Undanp-1Tndans
Masar Megara Republik Indonesia Tabun 1945 didosan ofeh sogeam uniok
membentuk perwakilan dua Kamar dan meningkatkan partizipasi dacrah dalam polik
dan pengelolzan negara. Undang-Undang Dasar Nepara Repehlih Indosesia | 'shun
19445 hasil perubahan telah mesetaphan Pewan Perwakilan Bakvar iDPRY dan Dewan
Perwakilan Dacrah (12'D) sebapai Badon Perwakilan i Indonesia vang merupakan
perwujudan dari sistem bicomered. Walaspun DPR dan DPD berkedudukan sedersial
sehagai lembaga tinggi negara. dalam funpsi dan wewenang antar kedua lembaga ini
samgat jauh berbeda. Hubungan keria antura PR dan DPD dapat diliban dalam
pemiliban srgootz Badan Pemeriksa Kevonpen {BPK). Dalam pemiliban anggots
Pk ini peran sera DD hanya memberikan pertimbangan kepada DPR. Mengena
hal tersebui penulis meremuskan dalam tizn permasalahan vaitu bagaimaena huhungsn
kerja antara DPR dengan DPE dalam pemilihan anppots BPE. bagaimuna prosedur
pemilihan anggota BPK weng dilakukan oleh DPR dan DI serta bagaimans
sengheta yang timbul antara DPR dan DPTY dalam pemiliban angeots BPR. Dalam
menfavwsb  permasalahan tersebur penubis melakokan penelitian hukuer normatil
denpan mengzunakan stodi kepustakaan guna mempereleh data sekunder melalu
dokumen yaitu dengan cara mengmmpulkan, mempelajart. dan menganalisis weori-
leort dan peraluran perundang-undangan vanp berhubunpgan dengon permasalahan
vang akan ditahas sehinpga dapat dismbil kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian
vang didapat babwa bubungan Kerja antars DPR dan DPD dalam pengangkatan
anggota BPK adzlah dimana DMLY memberikan petimbangan dalam bentuk wectulis.
tentuk pertimbangan diberikan WD adalah dalam proses fir and proper tesi,
Pertimbangan ini banya memberikan sedikit wewenang kepada DM untuk ik
dalam proses pemilihan angeota BPK. Prosedur pemiliban anggota BPK diztor dalam
tata temib DR Sedangkan menperai sengketa vang tmbul diselesaikan melalu
Mahkaomah konstites).
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PENTXAHULUAN

A, Latay Belakang

Salah satu wujud  perkembangan Indonesia sehagal bangsa adalsh reformasi vange
merupakan momen perting snivk menvesuaikan struktor berbangss dan bernenary denpan
~eruhahan zaman don Wwnlutan berkembang daiam masvarakat, Reformast ind g menandai
ulzimya era perebahan Indonesia meniadi nesara vimp demokratis setelah lebil 32 wmhun
rerkembang dalam rezim otoriter.’ Gerakan reformasi vane digelorakan oleh anak neger im
caca tahen 1998 juga telah melahickan momentum uniek menerima gapasan pesuhahan
Unidumg-Uindang Dasar Mepara Republik Indenesin 19457, vanp tidak saja berimplikasi
terhadap struktur formal ketatanegarzan Indonesia akan reapi juga berdampak pada proses
dalam kehidupan herpolitik dalam artd fuas. Tuntstan terhadap  perubzhan kanstitusi
Divarenakan tidak ada suate konstitusi vang bersifut final dan sempurna, pocds dasarnyg
sonstitusi 1adaklah kebal terhadap perubzhan, Eonstitusi dopat dirubah untak menvesuaikan
it dengan perkembengan zaman. pecubshian stroktural sosial ekenomi, vang tidak bersifa:
sutis melainkan scnantiasa mengalami perubahun dan perkembangan dari wakin ke waktu,
Prakiek bermaswvarakal, berbangsa dan bernepora selama febih dari tiza dasawarss memang
mengialami dan menghadici berbagai kelemahon yang sangat fundamental, yakni kelemahan

somstilest, sehingge mengharuskan kita melakukan reformasi. termasuk reformasi konsep

Mgt dan Al Muriopa, Paviesen Bikamerad Dalam Sistem Kergranesaraan Indoseia, Y opvakans,
A0 Prioas, 2006, him. L.

“Perubahan LD Megara BRI Tabon 1945, Peryboahos Perfarag paka anggal 19 Oktober 1999, Perpholion
Sedud padn tingeal 18 Agustus IHMD, Perabafban Ketivn pada sanggal 19 November 2000 e Serphaban
Lot padi fangal 1 Aaustus 20020



emhags perwakifan yang selama ini bererientasi pada pervakilan politih sena ki fanazaap
terhadap  aspirasi vang  berkembang  dalam masvarakar  dan daerab vk menjuli
Lonstituennva
sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tabun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyot
MPRY merupakon lembaga tertinggi negara. kepada MPR inilah Presiden schagai kepala
wegara sekaligns schagat Kepala Pemerintahan tunduk dan bertanggunp jawalb. Beging pola
dengan kedaulatan rakyvat Indonesia tedjelma seluruhnyva pada lembaga tertingsi negara ini”.
Hab ini tercermin dalam Pasal 1 Avar (20 yaitu “Redowlaran adolol o) ronean robvor. dan
difikukat seperubnva oleh Majelts Permovawaratan Sokyver ™ don Pasal 6 Aval {2)
Mresiden dan Wakil Presiden dipilth oleh Majelis Permpsyawvaratan oy dengon suara
orhanvek "L Dard bunyi Pasal di atas menggambarkan babwa MPR yang memepany kekussaan
Seegam vang lerlingoi. .‘;I_"dar't:-__’,kﬂ.ﬂ Presuden hurns memalankan haluan TR o TR TR TE T T
zaris besar vang ditetapkan oleh MPR", Pasal 2 Aya (1) Undang Undang Dasar Nepara
“epuhbk Indonesia Tahun 1943 sewelah perubshan keempat yang dinvaakan hahwa MPR
cridirt dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan angaoa Dewan Perwakilan Dazeal
DRI vang dipilih melalui pemiliban amuwm.
Dalam keanpgntaan MPR, tidak ada lagi unsur otusan golongan Tungsional. Yang ada

wanva keanggotaan yang mencerminkan pereakilan politk (podinead vepreseatatives) dan

Fewt ofr

Selelah peribaban Undang Undang Dasar 1935 MPR bekan lagi lembiga leninge: e, nama MEPR
—asih diperakankan untuk menyzbut mma dari parlemen Indonesio vang teedin atas dun kamar, vaite DPR dan
“0vang dapat mengadakan Suleng gebungan vang disebul sehagai Sidany Mapelis Permusyawaratan Raboyval.

Jimiy Asshiddigie, Mertembangon dan Konsalidog Lesboga Neyora Cavea Reforneant, Jakarta, Konstites
e AT

waa, 20RH0 Cedanaings disingkal dengan Fimly Asshiddigic [ hin 117,

Menjelean Undame Undang Uasir Megara Republik Indonesia Talaen 1943 Sebelum Perubahan.



BAR IV

PENUTUFP

Bardasarkan analisis dan urzian vang dipaparkan dalam permbahasan, maka di bawah ing

akan dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai hubungan kerfa antara Dewan Perwakilan

Rakyat dengan Dewsn Perwakilan Daerzh dalam pencangkalan angoota Radan Pomeriksa

hoowanpan.

A, Kesimpulan

I~

Hubungan kerja antara Dewan Peraakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daersh
didam pemiliban angzaty Badan Pemeriksa Kevangan diatur dalam Undang-Undang
Dasar MNegara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubaban Ketign Pasal 23F yany
berbuny: “Anggota Badan Pemeriksa Kevangan dipilih oleh Dewsan Perwakilan Jaleyan
denpan memperhatikan Perimbangan Devwan Perwakilan Daeeah dan diresmikan oleh
Presiden”™. Dalam Tata Terlih angeota DPD MNa, 2 DPDY208S Tentang Peraturan Tats
Tertib Anggota Dewan Perwakilan Doerall Republik Indonesia sebagaimana diobeh
terukhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Dasrah Moo 29/DPD2004 Tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilm Dacrah Bepublik Indonesia Pasal 141
menyatakan bahwa bentuk pertimbangan vang diberikan olek DPD i adalah
disampaikan secara terlulis kepada Pimpinan DPR.

Perubaban yang teadi pads Badan Pemeriksa Keuvangan dslam Perubahan Undang-
Lindang Dasar MNegarn Republik Indonesiz Tabun 1945, di tahun 2000 vaitu
pengangkatan anggota Badan Pemerikss Kevangan hanva melibmban Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat, namun setelah Amandemen melibatkan tipa Lembaga



